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PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTANMADYA DAERAT
GINGSACE L vess bemnnnsennss PROPINST .

NOMOR .. oo TAHUN covove
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATU/WALIKOTANADY A

KEPALA DAERANINTINGKATH ...... AT A A s R e
Memmbang ; a. balhwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Mentert Dalam
Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Ruang Linghup dan

Jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat T dan Dacrah Tingkat 11,
maka  Retribusi Pemakatan Kekayaan Daciah merapakan
jenis retribusi dacrah tingkat 11,

totahwa untuk memungut retribusi sebagamimana dimaksud
pacda hural™ a, perlu diatur dengan Pevaturan Dacrah,

NMengingat 1. Undang-undang Nomor . Tahan - tentang Pembentukan
Kabupaten/Kotamadya Dacrah Tingkat 11
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor ... . Tambahan  Lembaran Nevara Republik

Indonesia Nomor ), =

%)

Undang-undang Nomar <9 Pip Tahun 1960 tentang, Panitia
Chrusan Pintang Newara (Lembaran Newma Republik
Indonesir Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Nevara Republih Indonesia Nomor 210:0),

Undang-undang Nomor 5 Tahun o/ fentang

Pokok-polkok Pemermtaliim i Dacrali (Lembaran . Negara
Republih Indonesia Tahun 1970 Nomaor 380 Tambahan
Lambaran Negara Republil Indonesia Nomaor 3037),

4 Undang-undang Nomor 8 Tahun TOST tentang Hukom Acara
1 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan  Lembaran Nevara Republik

Indonesty Nomor 3209),

Contolr Pevda lewdouse Pemakoran Kelovaan Daeralr fepe Kew BN e 199N
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10,

t-2

Undimg-undang  Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

Permturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan  Lembaran
Negara Republik — Indoncsia Nomor 3238);

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3692).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang  Ketentuan Umum - Mengenai - Penyicik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor <8 Tabun 1997 tentang
Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Dacrah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 84 tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Dacrah
Perubahan;

Kepitusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang, Prosedur Pengesahan Pevaturan Dacraly tentang
Iajak Dacrah dan Retibusi Dacrah,

-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemangatan Retribusi Daeraly

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 175 Tahun 1997
tentang, Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Dacraly;

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor. . Tabun.tentang
Ruang  Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dacrah Tinglat |
dan Dacrah Tingkat 1.

Dengan Persetuyjuan

DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERATETINGRKAT I 0 L
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"MEMUTUSKAN

Menetaphkan : PERATURAN DAERAIL KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAUH TINGKAT I aovevvvvianeaee. PROPINSI L............
TENTANG RETRIBUST PEMAKAIAN  KEKAYAAN
DAERALT

BAB

KETENTUAN UNUM

Pasal 1

“alam Peraturan Daeraly ini yang dimaksud dengan:

d

¢,

Dacvah adalab Kabupaten/Kotamadva Dacrab Tingkao 1o .

iemerintah - Dacrab adalah Pemerintah - Kabupaten/Kotamadya  Dacrah
Tkt T .

Kenala Dacrah  adalah Bupat/Walikotamadya  Kepala Dacerah
Twmghat U :

Pefabat adalah Pegawai yang diberi tagas tertentu di bidang Retribusi Dacrah
sestat dengan peraturan perandang-undangan Dacrab yang berlaku;

Badan adalah suaty bentuk badan usaba vang mliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan laionya, bacansaba milik negara atau dacrah
dengan nama dan bentuk apapun, persehutvan, peckampualan, firma, kongsi,
keperasi, yayasan atian organisasi vimg, sejems, lembaga, dana pensiun, bentuk
usitha tetap serta bentuk badan usahia latnnya,

Remibosi Jasa Usaha  adalah retvibusi atas Jasa yvang  disediakan oleh
PPemerintah Dacral dengan menganut prinsip komersial karena pada daroya
dapat pula disediakan olely sektor swasta,

“ebust Pemakatan Kekayaan Dacrah vang  selanjutnva dapat disebut
retitbust adalaly pembayaran atas pelayanan pemakaian Lehayaan Dacrah,
antara Iain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian tuangan pesta,
penthaian kendaraan/alat-alat berat milik Dacrab,

Wiagih Retribust adalah orang pribadi wtan badan yang menwrut peraturan
perindang-undangan  retribusi - diwapibkan untuk melakakan pembayaran

retribase,

Masa retnibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
withtu hagi Wajib Retribusi untuk memantaatkan kekayaan Dacrah,

-
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Surat Pendafiaran Objek Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya dapat disingkat
SPAORD, adalah surat yang  digunakan oleh Wajib  Retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undang retribusi Dacrah,

Surat Ketetapan  Retribusi - Dacrah, yang  sclanunya  dapat  disingkat
SKRD, adalal surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang lerutang; ' ‘

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang sclanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan y:ng menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditctapkan;

Surat. Ketetapan Retribusi Dacrah f.ebih Bayar, yang sclanjuinya dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebian pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari padu retribusi yang terutang atau Gdak scharusnya terutang;

Surat Tagiban Retribusi Dacrah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untnk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Surat. Keputusan - Keberatan adalab surat keputusan atas keberatan
tethadap SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unmuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau keterangan lainnva dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuban kewajiban retribusi Dacrah berdasarkan peraturan
perundang-undangan retribusi Dacrah;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retibusic Daerah adalah serangkaian
tindakan - yang  dilakukan oleh Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil - yang,
sclanjutnya discbut Penyidik, untuk mencari serta mengampulkan bukti yang

dengan bukti ity membuat terang tindak pidana di biding retribusi Daerah
ving tegadi serta menemukan tersangkanva.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah dipungat retribusi sehagai
pembayaran atas pemakaian kekayaan Dacrah.

-
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Pasal 3

(1) Objck Retribusi adalalv pelayanan pemberian hak  pemakaian kekayaan
Dacrab untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:

a.
h.
C.

d.

pemakaian tanabh;

pemakaian bangunan;

pemakatan ruangan untuk pesta;

pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Dacrah;
mobil ambulance dan rumal duka;

pemakaian kekayaan lainnya .. (scbutkan).

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan Dacrah untuk
pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil
mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah adalah orang pribadi atau badan
yang memperolel hak untuk menggunakan kekayvanaan Dacrah.

BAB 1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

. . . » .. . . .
Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah digolongkan sehagai Retribusi Jasa

Ulsaha,

BAB IV
CARA MENGURKUR TINGRKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dinkur berdasarkan jangka wako pemakaan kekayaan

Daciah

Conterds Pevde Betribiss Penndkaion Kekaveaon Dacealt Dep-RKeo BURKN g 199N
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BAB YV

PRRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya taril retribusi
didaga han pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak scbhagaimana
keuntungan yang pantas ditcrima olch pengusaha scjenis yang beroperasi secara
clisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tanif retribusi digolongkan berdasatkan jems Kehayaan yang digunakan dan
Janha waktu pemakaian.

(2) Besatnya tanil ditetapkan berdasarkan tanil pasar yang berlaku di wilayah
Pacrah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal taril” pasar yang helaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif
ditetapkan scbagdi jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang
merupakan jumlah unsur-unsur taril yang meliputi:

a  unsur hiaya per saluan penyediaan jasi;e
b, unsur Keuntungan yang dikchendaki per satuan jasi

(1) Biaya sehagaimana dimihsud packa ayat (3) ot a meliputi
a. binya operasiomal langsung, yang mliputi biaya helanga pengawai termasuk
pegawai tidak tetap, belanja barang, belanga pemelilinian, sewa tanab dan
bangunan, biaya listrik, dan scmua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung, yang meliputi biava administrast umum, dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa,

¢ Dbiaya modal, yang berkaitan dengan fersedianya akliva tetap dan aktiva
fainnya yang betjangha menengal dan panjang, yang mcliputi angsutan dan

bunga pinjanan, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset,

. binya-biaya iainnya yang berhubungan dengan penyedizan Jasa, seperti bunga
atas pinjaman jangka pendek.
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(5) Keontnezan: sebagaimana dinaksud padaayae (3) haral™ b ditciaphan dakan
persentase tertentu dani total biaya sebagaimana dinmksud pada ayat (1) dan dni

mundal,

(0) Stralue dan besarnya tanil sebagaimana dimalosud pada ayat (1), (2) dan (3)
ditetap? m sebagai berikut;

Pecnmmaan Tanah

Retribusi tanah untuk pemasangan  sarana/media o tuamg sebesar
Rp. . -Ahan/bulan/hari;

Lt st tanah vang dipergunakan untok berjualan anaman hias, ukiran
dan patung-patung kesenian sebeear Rp Ztabun/bulan/hani;

Retribusi tanah yang dipergunakan uniuk nsaha dan tempat tinggal

.

sebesar 0,70 x Rp harga tanah x luas tanah,

Penggumaan Gedung/Bangunan

-

Giedimg Saga minimal schesar Rp. /bulan
Gedeng Batai Kecamatan sehesar - R, /bulan
Gedung Balai Keluraban sebesar Rp bulan
Gedung Sekolah

a  Hatak Sekolah sebesar Rp MDulan
b Untuk Kursus schesar Rp /bulan

Retribusi pemakaian kendaraan/Zalat-alat berat

10,

I8

1,
20,

Dump Truk Rp. Mari
Balk Kava trk Rp. . Mg
Bull Daozer Rp /hi
Mesin Gilas B/10 1on Rp. ‘han
Mesin Cilas o/8 fon Rp M
Tandem Roler 6/8 Rp HIRTY
Aspal Nasing 'l Rp N
Hank Stanpant Rp. Mhan
Stone Quiic Rp. ‘han
Clanset 30 VVA Rp. i
Aspal Finisher Rp. i
Fert Whell 1odes Rp HIHTE
Komperessor Ry than
Aspal Spreyer Rp. /han
Cutting, il Rp /i
Chain Sinw Rp. Mani
NMobil Tinga Rp. fhani
Amrol Tl Rp. Mani
Naobil Tanki Air Rp. /i
Lavatory Trak Rp. Mhart

oty Pevdv Retio ase Demadasren Keboavoo Daerals Depdienw BARN o F19s
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21, Sky Walker Rp. Mari
22 1ol Loader Rp. ' Mari
230 Roentiner Rp. Mar
20 NMobal Jenazah Rp. Mari
250 Nobil Ambalan Rp. Mart
26, Rumah Duka Rp. Mawi
Pemakaian Lapangan Bola Kaki untuk
Kegintan pertunjukan dan pameran schesar Rpooooooo It
Savana/panggang media fuar ruang sehesar Rp o oo Mhan.

BAR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
PPasal 9
Renilmsi yang terutang dipungat di wileal Dacale tempat pelayanan
pemakaiin kekayaan Dactah diberil o
BABVIH
MASA RETRIBUSEDAN SAAT RETRIBUSHTERUTANG
Pasal 10

. . . - .
Masa Retribmsi adalah jangka wakto vang lananya 1(sat) bulan atau ditetapkan
an oleh Kepata Dacral: berdasachan honteak hal, pemakian

IPasal 11
Retribusi terotang © 0 pada saat diterbitkan SKRD ataa dolomen fam yang
dipersamakan,

BABIN

SURAT PENDAFTARAN

PPasal 12
(1) Wajib Retibusi wajib mengisi SPAORD.
(2) SPAORD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,

hewar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Ruasaaya.

¢Comateedy Peader Begrihast Promcban o Keloovoan Desevalt Degs Bew BN By 1998
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(3) Bentuk, isi, senta tata cara pengisian dan penyampaian - SPAORD
sehagaimana dimaksue pada ayat (1) ditctapkan oleh Kepata Dacrah,
HAR X
PENFETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Berdasmkan SPAORD  sehagaimana dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain
“ange dipereamakan,

(2) Apahila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan dats bara dan atau
datr yang semula belum terungkap viise menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang teratang, maka dikeluarkan SKRODKDPT,

(3) Beniuk, dsi, dan ala cara penerbatan SKRD atau dokumen  lain yang

dipersamaban - sebagaimana  dimaksud  pada avat (1) dan SKRDK BT
sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Kepala Daceral,

! BARXI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemessantan retiibusi tidak dapat diborongl.an
(2) Revbusi dipungor denggan menesunalian SKRD i dolamen T yang
dipersamiaban, din SKRDODKBT,
BAB X1
SANKSIADMINISTRASI
Pasal 15
Drabon hal Wajib Renibusi tidak membayar tepat padis \\.I|\t(lll\.l atau hurang
membavia, 4lal cratlan sankse administasi berapa bunga sebesar 2o (dua persen)

setap bulian -boiretibusi vang terutang atan harames di bavar dan ditagily dengan
meneeanahan S TRD

Comtodr Perda Reteshusi Pemtakoion Kehovaon Dacrah Dep-Kew BAKN g 1998
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BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekabigus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
scjak  diterbitkannya  SKRD atau  dokumen lain  yang  dipersamakan,
SKRDRKBT dan STRD,

(3) Tata cara pembayaran, penyctoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan keputusan Kepata Dacral.

BAB X1V
TATA CARA PENAGIHIAN
Pasal 17

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD dan Surat  Keputusan Keberatan yang menychabkan
jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak ataa kurang dibayar

oleh Wagib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piatang, dan Lelang
Negma (BUPELN).

(2) Penagilan reuibusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. N
BABNY
KEBERATAN
Pasal 18
(1) Wajgib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau
pejabat yang ditumjuk atas SKRD atau dokumen Tain yang  dipersamakan,

SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan digukan secara tentulis daliom bahasa Indonesia dengan diserta
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalan hal Wajib Retribust mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribust tersebut.

ool Pevda Retribusi Pemakaion Kebavaan Dacvaly Dep-Kew BAKN Ja 1998
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(1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak
tanggal SKRD atau dokumen fain yang  dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB - diterbitkan,  kecuali  apabila Wajib - Retribusi -+ tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapa dipenubi karena keadaan di
luar Kekuasaanaya,

(%) Keberatan yang tidak memenubi persyaratan schagamana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) dtidak  dianggap  schagai surat heberatan, schingga  tidak
dpertimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak - menunda kewajitian membayar  retribusi — dan
pelaksanaan penagihan retribusi,

Pasal 19

(1) Kepala Dacrah dalam jangka wakiu paling Tama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterinma harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.

(?) Keputusan Kepata Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima sclurubnya
atau sehagian, menolak, atau menambah besamnya renibusi yang 1emtang,

(3) Apabila jangka wakiu sehagaimana dimaksud pada ayat (1) telah Tewat dan
iwepalin Dacrah tdak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan,

BABXVI

PENGEMBALIAN KELEBUIAN PEMBAYVARAN

Pasal 20

(1) Alas helebiban pembayaran retribusi, Wajih Retribusi dapat mengaiukan
permaehonan pengembatian kepada Kepala Dacraly

(2) Kepaky Daciah dalan jangha wakiu paling Ly 6 (coam) bulan scjak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi — sebagaimana
dimaksud pada ayan (1), harus memberikan Keputusan

) Apabila jangka wakiu sebagaimana dinial sud pada ayan (2) telah dilampaui dan
IKepala Dacral tidal: memberihan suat heputusan, permohonan pengembatian
heiebilan retibust dianggap dikabulkan dan SKRDEB harus diterbitkan dalam
Jangka waktu paling fama 1 (sata) Lalan,

(H) Apabila Wajib - Retribusi - mempunyai utang retiibusi Tainnya,  kelebiban
pembayaran retibusi schagaimana  dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dathe wlang retribasi tersebu.
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Pengembalian kelebihan pembayavan retribusi schagaunana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak
ditethitkannya SKRDLI.

Apabila pengembalian kelcbihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) pulan, Kepala Dacrah memberikan imbalan  bunga

E-

schesar 2% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebiban
retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi digjukan sccara
tertulis kepada Kepala Dacrah dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:

2. nama dan alamat Wajib Retribusi

. masa retribusi;

¢. hesarnya kelebihan pembayaran:

d. alasan vang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribust disampaikan secara
langsung atau melalui pos tereatat.

Bukti peneritaan aleh Pejabat Dacrah ata bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dacrah,

Pasal 22

Pengembalian kelebilan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebiban Retribusi.

-
Apabila kelebiban pembayaran rettibusi dip=thitumghan dengan utang rettibusi
Tainnya, schagainman: dimaksud dakim Pasal 20 ayat (-h), pembayaian dilakuhan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindatibukuan juga berlaku schagai
hukti pembayaran,

BAB XY

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Kepala  Daerahr dapat - memberikan - pengurangan, keninganan — dan
rembebasin cennibust

Penguiangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antata lain, Jlembaga
sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.

-
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(2) Wewenang Penyidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal:

b.

d.

C.

=

menerima,  mencari, mengumpulkan dan - mencliti - keterangan - atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dacrah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan  keterangan mengenai - orang
pribadi atau badan tentang kcbenaran perbuatan  yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana retribusi Dacraly,

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dacraly

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan  dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dacraly,

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuhuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti terscbut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Dacraly;

menyurih berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan raangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa schagaimana dimaksud
pada haral ¢;

mematret sescorang yang herkaitan dengan tindak  pidana retribusi
Dacraly; »

memanggil ofang untuk didengar keterangannya dan diperiksa schagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi Dacrah menurat bukum yang - dapa
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sehagaimana dimaksud pada ., at (1) memberitahuhan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya hepada Penantat Uimuam,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
TOS T tentang Tukum Acara Pidana.

Contoh Pevde Retethus Pemakotn Kebavasn Daeradr Dep-Kew BARN Juar 1998
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i Pasal 27

'
i

Dengan lmrlakunyafl’craluran Dacrah ini ketentuan yang telah ada scbagai
pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten/Kotamadya ...........................
Propinsi ................ Nomor ... Tahun ... ... tentang ...l
scrta Peraturan Dacrah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dacrah,

Yasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daceah ini dengan penempatan  dalam  Lembaran Dacrah

Kabupaten/Kotamadya Dacrah Tingkat 11 ... ... Propinsi ... :
. Ditetapkan i

Pada tanggal

DEWAN PERWAKITAN RAKYAM DAERAL BUPATINAA KO TAMADY A
TTTTRARBUPATEN/KOTAMADY A NELALA DALRATING KATA . ..
DAERATETINGIKAT W ool oo =
KETYA,
!
|
(oot cciinonn) (et ee )

tet=pem asetefoe
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